
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI  KENDAL 

NOMOR 6 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM 

KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan pembangunan baik pemerintah maupun 
non pemerintah diperlukan sebuah perencanaan yang berupa 

gambar teknis dan perhitungan biaya yang penghitugannya 
berdasarkan harga satuan pekerjaan; 

b. bahwa guna mewujudkan transparansi, rasionalitas, objektivitas 

dan akuntabilitas dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi 
kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 
Anggaran 2017 pada bidang pekerjaan umum yang terdiri dari 

bidang bina marga, bidang sumber daya air dan bidang cipta 
karya, maka perlu mengatur Analisis Harga Satuan Pekerjaan 

Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal  Tahun  Anggaran 
2017; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang 
Pekerjaaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang  Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 
15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa 

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976  Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5748); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4020); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4578); 

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang  Perubahan  Kedua   atas  
Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011  
tentang Standar dan Pedoman Pengadaaan Pekerjaan Kontruksi 
dan Jasa Konsultansi; 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013  

tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang 
Pekerjaan Umum; 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

16. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran  Daerah  
Kabupaten  Kendal Tahun 2016  Nomor 6 Seri E No.3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2016 Nomor 82 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 158); 

18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2016 Nomor 62 Seri D No.14); 

19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2016 Nomor 65 Seri D No.17); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA HARGA SATUAN 

PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAAN UMUM KABUPATEN  
KENDAL  TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 

4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal. 

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya 

disebut  DPU dan PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang kabupaten Kendal. 

6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang 

selanjutnya disebut Disperkim adalah Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal. 

7. Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat 
AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, 

bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau 
satu jenis pekerjaan tertentu.  

8. Bidang Pekerjaan Umum adalah bidang pekerjaan yang 

meliputi kegiatan pekerjaan Sumber Daya Air (bendung, 
pintu air dan hidromekanik, terowongan air, bangunan 
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sungai, jaringan irigasi, bangunan lepas pantai), Bina Marga 

(jalan, jembatan, jalan layang, terowongan jalan, saluran tepi 
jalan, bahu jalan, trotoar), dan Cipta Karya (bangunan 

gedung, perumahan, infrastruktur kawasan permukiman 
seperti Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), sistem 
perpipaan air minum dan lain-lain). 

9. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP 

adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung 
secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai 

salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu 
pekerjaan tertentu. 

10. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 
adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung 

secara profesional oleh panitia dan disahkan oleh pejabat 
pembuat komitmen yang digunakan sebagai salah satu 

acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran. 

11. Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD adalah 
harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan 
tertentu, misalnya bahan (m, m2, m3, kg, ton, zak, dan lain-

lain), peralatan (unit, jam, hari, dan lain-lain) dan upah 
tenaga kerja (jam, hari, bulan, dan lain-lain). 

12. Overhead adalah biaya yang diperhitungkan sebagai biaya 

operasional dan pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan 
dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran, biaya 
manajemen, akuntansi, pelatihan dan auditing, perizinan, 

registrasi, biaya iklan, humas dan promosi dan lain 
sebagainya.  

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) AHSP Bidang Pekerjaan Umum dimaksudkan sebagai acuan 

dalam menghitung biaya pembangunan bagi pemerintah 
daerah sebagai kelengkapan dalam proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah terkait dengan pekerjaan 

konstruksi dan bangunan serta bagi kalangan penyedia jasa 
konstruksi (konsultan/kontraktor).  

(2) AHSP Bidang Pekerjaan Umum bertujuan untuk 

mewujudkan transparansi, efisiensi, efektifitas dan 
akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa 
pemerintah untuk kegiatan pembangunan bidang pekerjaan 

umum. 

(3) AHSP Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai suatu dasar 

dalam menyusun perhitungan HPS atau owner's estimate 
(OE) dan HPP atau engineering's estimate (EE) untuk 
penanganan pekerjaan bidang pekerjaan umum.  

 

BAB III 

AHSP BIDANG PEKERJAAN UMUM 

Pasal 3 

(1) Setiap pekerjaan pemeliharaan, pembangunan dan/atau 
peningkatan pada bidang pekerjaan umum di lingkungan 

Pemerintah Daerah dalam perencanaannya harus 
menggunakan AHSP bidang pekerjaan umum. 
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(2) AHSP Bidang Pekerjaan Umum berupa perhitungan analisis 

harga satuan, harga bahan, upah dan peralatan, dan harga 
satuan pekerjaan. 

(3) AHSP Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Analisa harga satuan Bahan Bakar Minyak disesuaikan 
dengan harga pasar Bahan Bakar Minyak yang berlaku.  
 

  BAB IV 

JASA KEUNTUNGAN DAN PERPAJAKAN 

Pasal 4 

(1) Setiap harga satuan bidang pekerjaan umum disertai 
dengan perhitungan jasa keuntungan. 

(2) Nilai jasa keuntungan diperoleh dari perhitungan harga 
satuan pekerjaan dengan komponen dan biaya overhead. 

(3) Biaya komponen dan biaya overhead ditentukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

Harga satuan pekerjaan yang telah memperhitungkan nilai jasa 

keuntungan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V 

PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 
 

Ditetapkan di Kendal 

pada tanggal 3 Februari 2017 
 

BUPATI  KENDAL, 

                           Cap ttd 

MIRNA ANNISA 

 

Diundangkan di Kendal 

pada tanggal 3 Februari 2017 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KENDAL, 
 

Cap ttd 
 

BAMBANG DWIYONO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 7 

  


